
JAKARTA (KR) - Ketua

Umum PDI Perjuangan

Megawati Soekarnoputri

menegaskan dirinya tidak

menekan Presiden Joko

Widodo (Jokowi) terkait

Pemilihan Umum (Pemilu)

2024. Pernyataan tersebut

menjawab pertanyaan ter-

kait apakah dirinya mene-

gur Jokowi perihal cawe-

cawe dalam urusan

Pemilu 2024. 

“Saya ini orang taat atur-

an. Kalau ditanya, ‘mung-

kin saja, Pak Jokowi kan

dipilih ibu’, ya, iya. Tapi

kan yang milih (Jokowi) ju-

ga rakyat Indonesia,” ka-

tanya dalam konferensi

pers di sela Rapat Kerja

Nasional (Rakernas) III

PDIP di Sekolah Partai

Lenteng Agung, Jakarta

Selatan, Selasa (6/6).

Megawati mengaku bah-

wa ia tidak memiliki alas-

an untuk menekan Jokowi.

Megawati juga menjelas-

kan bahwa dirinya meng-

hormati Jokowi sebagai se-

orang presiden. “Saya hor-

mati sebagai presiden sa-

ya. Kalau dibilang mene-

kan, saya nggak mengerti

cara menekan-nya bagai-

mana. Nanti Pak Jokowi

ngamuk ke saya,” ujarnya.

Di tempat yang sama,

Presiden Jokowi menegas-

kan bahwa sikap cawe-ca-

we politik yang dilakukan-

nya bertujuan agar Pe-

milihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden (Pil-

pres) 2024 berjalan de-

ngan baik, tanpa ada riak-

riak yang membahayakan

negara dan bangsa. Cawe-

cawe merupakan tang-

gung jawab moral sebagai

presiden dalam masa

transisi kepemimpinan

nasional pada tahun 2024.

“Ya, harus menjaga agar di

kepemimpinan nasional

serentak, Pilpres itu bisa

berjalan baik, tanpa ada

riak-riak yang memba-

hayakan negara,” ka-

tanya.  (Ant)-d

YOGYA (KR) - Kerusak-

an di Museum Dewantara

Kirti Griya (DKG) Taman-

siswa, Yogyakarta sebagai

imbas peristiwa bentrokan

antara PSHT dan Braja-

musti pada Minggu (4/6)

malam lalu, menjadi perha-

tian Dinas Kebudayaan

(Disbud) DIY. Meski ber-

dasarkan informasi yang di-

terima Disbud DIY kedua

belah pihak bersedia meng-

ganti kerusakan yang terja-

di, tetapi pihaknya belum

mengetahui secara detail berapa total

kerugian akibat kerusakan tersebut. 

“Berdasarkan hasil kesepakatan yang

dilakukan di Majelis Luhur Persatuan

Taman Siswa pada Senin (5/6) yang meli-

batkan pihak PSHT, Brajamusti, dan ke-

luarga Tamansiswa, pihak yang bertikai

(PSHT dan Brajamusti) berjanji akan

memberikan ganti rugi terhadap keru-

sakan lingkungan Pendapa Tamansiswa.

Tapi kami belum bisa memastikan nilai

kerugian atas peristiwa tersebut,” ujar

Kepala Disbud DIY Dian Lakshmi Pratiwi

di Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (6/6).

Dian mengatakan, Disbud DIY masih

terus berkomunikasi dan berkoordinasi

dengan pihak-pihak terkait sehubungan

peristiwa yang me-

ngakibatkan sejumlah ke-

rusakan tersebut. Jadi be-

lum bisa memastikan apa-

kah PSHT dan Brajamusti

juga akan mengganti ben-

da-benda koleksi museum

yang mengalami kerusak-

an. Karena masih menung-

gu perkembangan lebih lan-

jut terkait skema ganti rugi.

Seandainya tidak ditang-

gung dua kelompok terse-

but, Disbud DIY dengan

anggaran yang dimiliki siap

untuk membiayai perbaikan museum.

“Terus terang kalau untuk detail kesep-

akatannya yang dimaksud ganti rugi be-

rapa dan apa saja, saya belum tahu secara

detail. Apalagi untuk benda koleksi kan ti-

dak bisa ditangani sembarang orang.

Apakah kemudian yang menangani kon-

servator dan kurator dari Tamansiswa ke-

mudian mereka (pihak yang bertikai)

yang membiayai atau bagaimana saya

belum tahu,” ungkap Dian.

Dian mengatakan, saat ini pihak kura-

tor dari museum tengah menaksir keru-

gian yang dialami. Karena terdapat se-

jumlah koleksi milik Museum DKG Ta-

mansiswa yang rusak.

* Bersambung hal 16 kol 5

SAAT berbicara terkait pengendalian inflasi, semua

menyalahkan perubahan musim, lonjakan permintaan,

naiknya bahan bakar dan listrik, sampai dengan gangguan

alam pun dituding sehingga harga merangkak naik.

Padahal tidak sesederhana itu mengapa kenaikan harga

selalu dan selalu terjadi seperti tidak bisa dikendalikan.

Tidak kurang pihak yang seolah mengeroyok inflasi dari mu-

lai akademisi, berbagai satuan kerja perangkat daerah

(SKPD), Bank Indonesia, sampai dengan antarkementerian

lembaga, tak terkecuali kepala negara. Pun dibentuk tim pe-

ngendalian inflasi baik di daerah maupun di pusat.

Inflasi itu perlu dikelola dan dikendalikan, tidak harus dihi-

langkan karena merupakan hal yang tak mungkin. 

* Bersambung hal 16 kol 1

YOGYA (KR) - Ngeprank pura-pura menjadi korban

klithih (kekerasan jalanan), AYS (30) warga Patehan

Kemantren Kraton Kota Yogyakarta yang ingin mendapat

perhatian teman-temannya justru harus meringkuk di sel

tahanan Polresta Yogyakarta untuk mempertanggungja-

wabkan aksinya yang sempat viral.

“AYS mengaku menjadi korban pembacokan di Jalan

Panembahan Senopati Yogya dan membuat laporan palsu

ke kepolisian. Motif hanya untuk kesenangannya menda-

pat perhatian temannya,” ungkap Kasatreskrim Polresta

Yogyakarta AKP Archye Nevada seusai menggelar rekon-

struksi kasus tersebut, Selasa (6/6) di halaman Ma-

polresta Yogyakarta.

Sebanyak 14 reka adegan diperagakan AYS sesuai BAP

termasuk saat AYS menyayat tangannya sendiri dan me-

nunjukkan ke temannya. “Pelaku merasa senang ketika

teman-temannya memperhatikan dan membantu

dirinya,” ungkapnya

Polisi memastikan tidak ada niatan pelaku memper-

keruh suasana Yogya atas unggahan memperlihatkan luka

pada tangannya itu. “Dari pemeriksaan, tidak ada keingin-

an pelaku bikin gaduh. Ia cuma ingin memberitahu teman-

temannya dan menyebar ke medsos lalu viral,” katanya.

Sementara upaya pelaku melapor ke polisi lantaran

didesak teman-temannya. Supaya tidak dinilai bohong

pelaku lantas melapor ke polisi. Sebelumnya AYS sempat

memperlihatkan luka sayatan pada bagian tangan sebelah

kiri di media sosial.  

Dalam narasinya, AYS mengaku menjadi korban peng-

aniayaan atau kejahatan jalanan, Sabtu (27/5) dini hari di

Jalan Panembahan Senopati, di dekat Taman Pintar.

Selanjutnya AYS melaporkan  ke Polresta Yogyakarta de-

ngan delik kejahatan jalanan.       (Vin)-d
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siang, saya keluar dari RS

Pantirapih Yogyakarta. Sa-

ya kaget melihat banyak

kendaraan berhenti, jalan

macet. Ternyata ada tabrak-

an mobil. Seorang pengen-

dara motor mengeluh kare-

na lagi dikejar waktu malah

macet. Ketika bisa jalan

perlahan-lahan, pengenda-

ra motor itu malah berhenti

nonton evakuasi mobil

yang tabrakan. (Hendro

Wibowo, Jalan P Dipone-

goro 122 Kutoarjo 54212)

MADINAH (KR) - Sebanyak 18

kloter awal gelombang kedua je-

maah haji Indonesia dijadwalkan

tiba di Bandara Jeddah, Kamis

(8/6). Kedatangan jemaah ini ber-

samaan dengan batas akhir atau

closing date Bandara Amir Mu-

hammad Bin Abdul Aziz (AMAA) Ma-

dinah.

Kloter pertama dari gelombang kedua

yang mendarat di Jeddah adalah dari So-

lo-Yogyakarta (SOC) 46 pada pukul 04.05

WAS. “Pendaratan kloter perdana gelom-

bang kedua di Bandara Jeddah ini, akan

disambut acara seremonial oleh

pemerintah Arab Saudi dan

Indonesia,” kata Kepala Daerah

Kerja (Daker) Bandara Panitia

Penyelenggara Ibadah Haji

(PPIH) Arab Saudi, Haryanto,

Selasa (6/6). 

Gelombang kedua yang mendarat di

Jeddah, jumlahnya lebih banyak diban-

dingkan yang tiba di Madinah, yaitu 272

kloter. Keseluruhan mencapai 534 kloter. 

Direktur Bina Haji Ditjen Penyeleng-

garaan Haji dan Umrah Arsad Hidayat

* Bersambung hal 16 kol 5

DIBENTUK SAMPAI TINGKAT POLDA

Satgas Sikat ’Backing’ TPPO
JAKARTA (KR) - Kapolri Jenderal

Pol Listyo Sigit Prabowo membentuk

Satuan Tugas Tindak Pidana Perda-

gangan Orang (Satgas TPPO) dari

mulai tingkat markas besar (mabes)

Polri hingga Polda jajaran. Pemben-

tukan Satgas TPPO ini merupakan

tindak lanjut perintah Presiden Joko

Widodo untuk memberantas oknum

pelindung atau backing dari TPPO. 

“Menindaklanjuti perintah terse-

but, Kapolri membentuk Satgas TP-

PO Polri yang dipimpin oleh Waka-

bareskrim,” kata Kepala Divisi Hu-

mas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho di

Jakarta, Selasa (6/6).

Pembentukan Satgas TPPO terse-

but, jelasnya, sebagai tindak lanjut

Kapolri atas instruksi Presiden Joko

Widodo yang memerintahkan Kapolri

untuk untuk memberantas oknum

pelindung atau backing dari TPPO.

Perintah pembentukan Satgas TPPO

itu disampaikan dalam konferensi

video dengan jajaran PJU Mabes Polri

dan Polda jajaran, Senin (5/6).

Sandi mengungkapkan bahwa tu-

gas Satgas TPPO itu untuk melaku-

kan pemetaan dan menindak jaringan

TPPO di Tanah Air. Karena itu, di se-

tiap Polda membentuk Satgas TPPO

yang dipimpin oleh Wakapolda.

Terpisah, Direktur Jenderal (Dirjen)

Imigrasi Kementerian Hukum dan

HAM Silmy Karim menegaskan ko-

mitmennya untuk melakukan pence-

gahan TPPO terhadap warga negara

Indonesia (WNI) saat meninjau per-

batasan Indonesia dan Malaysia.

Menurutnya, dalam hal permasalah-

an TPPO melalui perbatasan, isunya

bukan hanya di tempat pemeriksaan

imigrasi, melainkan juga tentang

masalah yang terjadi di sepanjang

perbatasan. (Ful)-d

Soal Pemilu 2024, Megawati Bantah Tekan Jokowi

KLOTER SOLO-YOGYAAWALI GELOMBANG II

Layanan Khusus di Masjidil Haram 24 Jam

KR-Antara/Akbar Nugroho Gumay

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) berbincang
dengan Presiden Joko Widodo (kiri) dan bakal capres Ganjar Pranowo.

KR-Riyana Ekawati

Dian Lakshmi Pratiwi

KR-Rini Suryati

Petugas menggunakan atribut lengkap untuk meng-

antisipasi cuaca panas.

KR-Antara/Idhad Zakaria

PENGUNGKAPAN TPPO: Polisi mengawal tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) saat
konferensi pers di Polresta Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (6/6/2023). Polda Jateng bersama Polresta
Cilacap mengungkap kasus TPPO dengan korban mencapai 165 orang dan total kerugian hingga Rp
2,5 miliar, menggunakan modus memperkerjakan pekerja migran Indonesia secara ilegal di Kawasan
Asia dan Eropa. 


